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KATA PENGANTAR

axn ol el

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya,
akhirnya sampai juga kita ke penghujung tahun

2019 dan penyusunan Laporan Pelaksanaan

Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama

Situbondo dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan

Agama Situbondo Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Surat
Sekretaris Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor:
1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019. Laporan ini
menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas yang
sudah dicapai oleh Pengadilan Agama Situbondo dalam kurun waktu
tahun 2019 yang meliputi bidang teknis yudisial, administrasi
manajemen, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, serta

bidang pengawasan.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
Pimpinan Pengadilan Agama Situbondo kepada Pimpinan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan
bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan
tugas di masa yang akan datang dan sekaligus sebagai bahan

informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Kami sudah berusaha semaksimal dan seobyektif mungkin dalam

menyusun laporan tahunan ini, namun kami sadari jika masih
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terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf
yang sebesar-besarnya. Koreksi dan saran dari berbagai pihak
sangat kami harapkan demi peningkatan kerja dan kesempurnaan

yang akan datang.

bondo, 31 Desember 2019

; 9660301 199203 1 004
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BAB 1
PENDAHULUAN

Kebijakan Umum

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen
disebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya
dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,
lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24
telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian
tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang
diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009,
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun
2004 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, tentang Mahkamah Agung.

Kemudian berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi,
dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan
demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut
dengan Peradilan Satu Atap (one roof system).

Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor
4 Tahun 2004 disebutkan bahwa ”Ketentuan mengenai organisasi,
administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur
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dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan
peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut
lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan
Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun
1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989.

Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung
dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta pengadilan
di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati,
Pengadilan Agama Situbondo selama tahun 2018 terus melakukan
penyempurnaan terhadap sistem pelayanan yang diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang
diharapkan. Disamping itu untuk meningkatkan transparansi
peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2014 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Situbondo
telah memiliki website dengan alamat

http:/ /www.pa-situbondo.go.id yang dapat diakses oleh seluruh

masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi
masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi tentang
pelayanan di Pengadilan Agama Situbondo.

Selain itu, untuk lebih memudahkan masyarakat dalam
memperoleh informasi secara langsung khususnya informasi
perkara, Pengadilan Agama Situbondo telah menghadirkan Layanan
SMS Gateway berupa Layanan SMS Informasi Perkara yang dapat
memberikan informasi perkara kepada masyarakat melalui pesan
singkat SMS dengan nomor SMS Center di 082 339 125 455.
Informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat melalui

layanan SMS Gateway ini meliputi Informasi Perkara, Informasi
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Jadwal Sidang, Informasi Biaya Perkara, Informasi Jadwal Sidang
Ikrar Talak, dan Informasi Akta Cerai. Disamping itu, untuk
menampung permohonan informasi dan pengaduan masyarakat, di
Pengadilan Agama Situbondo juga telah disiapkan Meja Informasi
dengan tugas memberi pelayanan kepada masyarakat yang
membutuhkan informasi secara langsung. Selain itu juga telah
disiapkan telepon seluler (HP) pengaduan yang dilayani pengaduan
dari masyarakat melalui nomor 085 233 218 661. Pemanfaatan
terknologi informasi ini juga terus dilakukan dan dikembangkan
dalam menata sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan
efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan,
dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem
peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan teknologi informasi
dari Mahkamah Agung, Pengadilan Agama  Situbondo telah
memanfaatkan Sistem Infromasi Penelusuran Perkara (SIPP)
sebagai pengolah data perkara yang telah terintegrasi dengan sistem
informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung,
dan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk pengelolaan data
kepegawaian Pengadilan Agama Situbondo telah mengaplikasikan
Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Pengelolaan data keuangan,
aset, dan kepegawaian juga menggunakan berbagai macam aplikasi
antara lain Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas)
Mahkamah Agung, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akutansi
Barang Milik Negara (SIMAK BMN), Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Aplikasi Rencana Kerja dan
Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAKL). Sementara itu, situs
website Pengadilan Agama Situbondo telah memuat transparansi
anggaran, transparansi biaya perkara, sehingga makin lengkaplah
informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan

hal ini membuktikan bahwa Peradilan Agama Situbondo telah
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menjalankan transparansi dan keterbukaan dalam rangka

mewujudkan pelayanan prima.

Visi dan Misi
Visi Pengadilan Agama Situbondo mengacu pada visi
Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara

Republik Indonesia, yaitu :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO YANG AGUNG”

Dalam mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Situbondo
telah menetapkan misi-misi sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Situbondo;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan;
kredibel, dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum, sehingga diperoleh kepastian

hukum bagi masyarakat.

Rencana Strategis

Kualitas pelayanan publik yang handal merupakan wujud
dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Terdapat sinergi positif dan
hubungan kualitas yang sangat erat antara reformasi birokrasi
dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada
prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan
pelayanan publik, dari level tertinggi sampai ke jajaran paling bawah
demi terwujudnya good governance. Dengan Cetak Biru
Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung
menggerakkan reformasi sebagai wupaya merevitalisasi fungsi
Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi dalam
rangka menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan
dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan

(access to justice) Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu
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program utamanya yaitu melalui Program Penguatan Akses terhadap
Pengadilan. Dalam rangka peningkatan program tersebut, Pengadilan
Agama Situbondo telah menetapkan rencana strategis, diantaranya
adalah peningkatan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
masyarakat pencari keadilan dengan cara meningkatkan
penyelesaian perkara secara tepat waktu, transparan, dan
akuntabel, serta meningkatkan administrasi perkara secara tertib
dan efektif.

Peningkatan publikasi putusan dan transparansi peradilan
agama juga menjadi salah satu rencana strategis Pengadilan Agama
Situbondo, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat akan
benar-benar terwujud dan dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di
bidang pengadilan. Disamping itu, peningkatan disiplin dan kinerja
seluruh aparat Peradilan Agama Situbondo menjadi hal yang sangat
penting, sebagai konpensasi dengan diterimanya tunjangan kinerja
bagi aparat peradilan dilingkungan Mahkamah Agung.

Rencana strategis yang tidak kalah pentingnya adalah
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama
Situbondo agar terwujud aparatur Pengadilan Agama Situbondo yang
profesional, berkualitas, dan berintegritas. Hal tersebut dilakukan
dengan mengikut sertakan berbagai kegiatan Bimbingan Teknis
(Bimtek) baik dari kalangan Hakim dan Pejabat Kepaniteraan
maupun Kesekretariatan serta para operator baik yang bertugas
dikepaniteraan maupun dikesekretariatan yang selalu dipresentasi
ulang dari hasil-hasil pelatihan Bimtek tersebut dan telah
disosialisasikan kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama
Situbondo dalam rapat periodik yang diagendakan setiap bulan,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan

dalam melayani masyarakat pencari keadilan.
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BAB II
KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama Situbondo berdasarkan
peraturan  perundangan-undangan yang  berlaku meliputi
kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama. Dari kewenangan tersebut, penanganan
administrasi perkara dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama
Situbondo. Berikut di bawah ini diuraian keadaan penanganan

perkara pada Pengadilan Agama Situbondo tahun 2019.

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2018, sisa perkara
yang belum diputus sebanyak 106 perkara (gugatan 105 perkara,
permohonan 1 perkara), sedang pada tahun 2019 menerima perkara
sebanyak 2.252 perkara yang terdiri dari 1.975 perkara gugatan,
271 perkara permohonan dan 6 perkara gugatan sederhana,
sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2.358 perkara.

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 penerimaan
perkara mengalami peningkatan sebanyak 66 perkara (3%) bila
dibandingkan penerimaan perkara pada tahun 2018 (perkara
diterima tahun 2018 sebanyak 2.186 perkara, perkara diterima
tahun 2019 sebanyak 2.252 perkara).

Adapun rincian perkara yang diterima dari sisa tahun lalu
(2018) sebanyak 106 perkara dan yang diterima pada tahun 2019
sebanyak 2.252 perkara sehingga jumlah perkara yang ditangani
sebanyak 2.358 perkara, terdiri dari:
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a. Perkara Gugatan, diterima pada

perkara, dengan rincian:

tahun 2019 sebanyak 1.975

No. Jenis Perkara S(l)sla 3 l\g?)sll(l)k “}guer;l;ih
1 Cerai Talak 36 731 767
2 Cerai Gugat 60 1219 1279
3 Gugatan Harta Bersama - S S
4 Kewarisan 4 9 13
S [jin Poligami - 3 3
6 Pembatalan Nikah - 1 1
7 Penguasaan Anak - 1 1
8 Itsbat Nikah (contentius) 2 - 2
9 Ekonomi Syari’ah - - -

10 | Lain-lain 3 6 9
Jumlah 2018 105 - -
Jumlah 2019 - 1.975 2.080

b. Perkara Permohonan, diterima pada tahun 2019 sebanyak 271

perkara, dengan rincian:

No. Jenis Perkara gé)sf 3 l\gzslgk “]]?,uerél;ih

1 Itsbat Nikah (voluntair) - 120 120

2 Dispensasi Nikah - 87 87

3 Wali Adhol 1 7 8

4 Perwalian - 19 19

5 | Penunjukkan Orang lain - - -
sebagai Wali
Pengesahan Anak - - -
Penetapan Ahli Waris - 6 6

8 Asal Usul Anak - 24 24
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9 [jin Kawin

10 | Pencegahan Perkawinan

11 Lain-lain - 8 8
Jumlah 2018 1 - -
Jumlah 2019 - 271 272

c. Perkara Gugatan Sederhana, diterima pada tahun 2019 sebanyak

6 perkara, dengan rincian:

Gugatan Sederhana

No. Jenis Perkara S (1)sla 3 Née(t)sl%k Lg'gg;?lh
1 Gugatan Sederhana - 6 6
Ekonomi Syari’ah
Jumlah 2018 - - -
Jumlah 2019 - 6) 6
Gugatan + Permohonan + 106 2.252 2.358

Sebagai perbandingan berikut disajikan data penerimaan dan

penyelesaian perkara lima tahun terakhir Pengadilan Agama

Situbondo sebagai berikut:

N Tahun Sisa Perkara Jumlah
o Y Sebelumnya Masuk Beban
1 Tahun 2015 479 2.278 2.757
2 Tahun 2016 352 2.166 2.518
3 Tahun 2017 242 2.277 2.519
4 Tahun 2018 160 2.186 2.346
5 Tahun 2019 106 2.252 2.358

Rata-Rata 268 2.232 2.500
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Grafik Keadaan Penerimaan Perkara
Pengadilan Agama Situbondo Tahun 2015-2019
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Kenaikan jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama
Situbondo pada tahun 2019 terutama terjadi pada jenis perkara
Dispensasi Kawin, Cerai Talak dan Gugatan Sederhana, dengan
perbandingan jika pada tahun 2018 perkara Dispensasi Kawin yang
diterima berjumlah 48 perkara (2,20%) dari jumlah total perkara
diterima sebanyak 2.186 perkara, sedangkan pada tahun 2019
perkara Dispensasi Kawin yang diterima berjumlah 87 perkara
(3,86%) dari jumlah total perkara diterima sebanyak 2.252 perkara.
Untuk perkara Cerai Talak yang diterima pada tahun 2018
berjumlah 688 perkara (31,47%) dari jumlah total perkara diterima
sebanyak 2.186 perkara, dan pada tahun 2019 perkara Cerai Talak
yang diterima pada tahun 2019 berjumlah 731 perkara (32,46%) dari
jumlah total perkara diterima sebanyak 2.252 perkara. Adapun
perkara Gugatan Sederhana pada tahun 2018 tidak ada penerimaan
perkara tersebut, namun pada tahun 2019 terdapat penerimaan
perkara Gugatan Sederhana sebanyak 6 perkara (0,26%) dari jumlah
total perkara diterima sebanyak 2.252 perkara. Sedangkan
penerimaan perkara lainnya cenderung sama dengan tahun lalu dan

ada pula yang mengalami penurunan;
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Penerimaan perkara pada jenis perkara perkawinan
sebagaimana tahun sebelumnya, menjadi perkara dengan prosentase
tertinggi dari keseluruhan perkara, yakni 86,66%, jumlah terbesar
jenis perkara yang diterima tahun 2019 adalah perkara Cerai Gugat
1.219 perkara (54,12%). Urutan dibawahnya Cerai Talak 731 perkara
(32,46%), Isbat Nikah 120 perkara (5,32%) dan Dispensasi Kawin
87 perkara (3,86%). Adapun klasifikasi selengkapnya diuraikan

dalam tabel berikut ini:

No. Jenis Perkara Jumlah Beban %
1 Cerai Talak 731 32,46
2 | Cerai Gugat 1.219 54,12
3 | Gugatan Harta Bersama 5 0,22
4 | Kewarisan 9 0,39
5 | Ljin Poligami 3 0,13
6 | Pembatalan Nikah 1 0,04
7 | Penguasaan Anak 1 0,04
8 | Itsbat Nikah (contentius) 0 0
9 | Ekonomi Syari’ah 0 0
10 | Gugatan Sederhana 6 0,26
11 | Itsbat Nikah (voluntair) 120 5,32
12 | Dispensasi Nikah 87 3,86
13 | Wali Adhol 7 0,31
14 | Perwalian 19 0,84
15 | Penunjukkan Orang lain sebagai Wali 0 0
16 | Pengesahan Anak 0 0
17 | Penetapan Ahli Waris 6 0,26
18 | Asal-Usul Anak 24 1,06
19 | [jin Kawin 0 0
20 | Pencegahan Perkawinan 0 0
21 | Lain-lain 14 0,62

Total 2.252 100
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Grafik Komposisi Jumlah Beban Perkara
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Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang diajukan upaya banding di Pengadilan Agama
Situbondo pada tahun 2019 sebanyak 9 perkara, sedangkan sisa
perkara banding tahun 2018 sebanyak 4 perkara, sehingga jumlah
total perkara banding sebanyak 13 perkara.

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara yang diajukan upaya kasasi di Pengadilan Agama
Situbondo pada tahun 2019 sebanyak 9 perkara, sedangkan sisa
perkara kasasi tahun 2018 sebanyak 4 perkara, sehingga jumlah

total perkara kasasi sebanyak 13 perkara.

Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara yang diajukan upaya Peninjauan Kembali di
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Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 sebanyak O perkara,
sedangkan sisa perkara Peninjauan Kembali tahun 2018 sebanyak O
perkara, sehingga jumlah total perkara Peninjauan Kembali

sebanyak O perkara.

B. Penyelesaian Perkara

Jumlah Sisa Perkara yang Diputus
Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Situbondo memutus

perkara sebanyak 2.274 perkara (96,44%), yang terdiri dari 2002
perkara gugatan, 272 perkara permohonan. Sisa perkara tahun 2018
sebanyak 106 perkara berhasil diputus semua pada tahun 2019 dan
2.168 perkara yang diterima pada tahun 2019 berhasil diputus,
sehingga terdapat tunggakan/sisa perkara yang belum diputus
sebanyak 84 perkara (3,56 %) yang terdiri dari 84 perkara gugatan,
0 perkara permohonan, O Perkara Gugatan Sederhana

Keadaan perkara Pengadilan Agama Situbondo pada tahun
2019 dapat diperinci sebagai berikut:
a. Sisa tahun 2018

b. Diterima tahun 2019
JUMLAH

106 perkara (G:105 GS: 0 P:1)
2.252 perkara (G:1.975 GS:6 P:271)
2.358 perkara (G:2.080 GS:6 P:272)

106 perkara (G:105 GS:0 P:1)
2.168 perkara (G:1.891 GS:6 P: 271)
2.274 perkara (G:1.996 GS:6 P:272)

84 perkara (G: 84 GS:0 P:0)

c¢. Diputus sisa tahun 2018

d. Diputus terima tahun 2019
JUMLAH

e. Sisa perkara tahun 2019

Adapun penyelesaian perkara Pengadilan Agama Situbondo
pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,96% {perkara yang
diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 2.240 (95,48%), perkara
yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 2.274 (96,44%),
sehingga sisa perkara yang belum terselesaikan sebanyak 84 perkara
(3,56%). Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Situbondo
pada tahun 2019 sebanyak 2.274 perkara tersebut telah diminutasi
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dan diunggah di website Mahkamah Agung, sehingga Pengadilan
Agama Situbondo secara keseluruhan minutasi dan mengunggah
putusan telah mencapai 100%.

Perkara yang diputus dan telah diselesaikan Pengadilan Agama
Situbondo pada tahun 2019 dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis
putusannya sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

a. Perkara Gugatan, diputus pada tahun 2019 sebanyak 1.996

perkara, dengan rincian:

No. Jenis Perkara Cabut| Kabul | Tolak| Gugur D’iI“ciei?rlila Coret
1 | Cerai Talak 43 688 3 3 0 8
2 | Cerai Gugat 64 | 1.149 2 6 1 4
3 | Gugatan Harta 1 1 0 0 2 0

Bersama
4 | Kewarisan 5 3 0 0 1 0
S | Ijin Poligami 1 1 0 0 0 0
6 | Pembatalan Nikah 0 1 0 0 0 0
7 | Penguasaan Anak 0 1 0 0 0 0
8 | Itsbat Nikah 0 0 0 0 0 0
(contentius)
9 | Ekonomi Syari’ah 0 0 0 0
10| Lain-lain 1 7 0 0 0 0
Jumlah 115 |1.851( 5 9 4 12

b. Perkara Permohonan, diputus pada tahun 2019 sebanyak 272

perkara, dengan rincian:

No. Jenis Perkara Cabut| Kabul [Tolak | Gugur Tidgk Coret
Diterima
1 [Itsbat Nikah 1 108 3 7 0 0
(voluntair)
2 |Dispensasi Nikah 1 76 6 2 0 2
3 [Wali Adhol 0 7 0 0 0 1
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Perwalian 1 18 0 0 0 0
Penunjukkan orang| O 0 0 0 0 0
lain sebagai wali
6 [Pengesahan Anak 0 0 0 0 0] 0
7 [Penetapan Ahli 0 4 0 0 1
Waris
8 |Asal-Usul Anak 0 24 0 0 0 0
9 [[jin Kawin 0 0 0 0 0 0
10 |Pencegahan 0 0 0 0 0 0
Perkawinan
11 [Lain-lain 1 8 0 0 0
Jumlah 4 245

c. Perkara Gugatan Sederhana, diputus pada tahun 2019 sebanyak

6 perkara, dengan rincian:

No. Jenis Perkara Cabut | Kabul | Tolak| Gugur ’.I‘lda.lk Coret
Diterima
1 Gugatan Sederhana 1 5 0 0 0 0
Ekonomi Syari’ah
Jumlah 1 ) 0 0 0 0

Sebagai perbandingan berikut disajikan data penerimaan dan
penyelesaian perkara lima tahun terakhir Pengadilan Agama

Situbondo sebagai berikut:

1 Tahun 2015 479 2.278 2.757 2.405 352
2 Tahun 2016 352 2.166 2.518 2.276 242
3 Tahun 2017 242 2.277 2.519 2.359 160
4 | Tahun 2018 160 2.186 2.346 2.240 106
5 Tahun 2019 106 2.252 2.358 2.274 84

Rata-Rata 268 2.232 2.500 2.311 189
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Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Produktivitas Pengadilan Agama Situbondo dalam memutus
perkara pada tahun 2019 berjumlah 2.274 perkara. Jumlah ini
mengalami kenaikan 0,96% jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yang memutus 2.240 perkara.

Selain itu, rasio perkara putus dibandingkan dengan jumlah
beban perkara pada tahun 2019 berada di level 96,44%. Nilai rasio
ini mengalami kenaikkan sebesar 0,96% dari tahun 2018 yang
mencapai 95,48%.

Dari jumlah perkara yang putus pada tahun 2019 tersebut,
sebanyak 106 perkara merupakan sisa perkara tahun 2018, perkara
yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 2.252 dan diputus tahun
2019 sebanyak 2.168, sehingga perkara yang diputus pada tahun
2019 adalah sebanyak 2.274, dari jumlah perkara yang diputus
tersebut 96,39% perkara diputus tepat waktu (kurang dari 5 bulan),
sedangkan sisanya 3,61% perkara adalah perkara yang diputus lebih

dari 5 bulan. Hal tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini:

Waktu Penyelesaian Jumlah Perkara Putus %
1 - 3 bulan 2.040 89,71
3 — 5 Bulan 152 6,68
< 5 Bulan 82 3,61
Total 2.274 100

Di samping itu, prosentase jumlah sisa perkara dibandingkan
dengan jumlah beban penanganan perkara di tahun 2019 berada
pada level 3,56%. Prosentase sisa di bawah 30 dari total beban
penanganan perkara merupakan jumlah ideal yang menunjukkan
kinerja penanganan perkara yang tinggi mengingat jumlah Hakim
pada Pengadilan Agama Situbondo hanya 5 (lima) orang termasuk

dengan Ketua, sehingga majelis hakim dibagi menjadi 4 majelis.
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Jika dibandingkan jumlah beban yang ditangani tahun 2018
dan 2019 dengan jumlah Hakim pada masing-masing tahun, maka

diperoleh rata-rata sebagai berikut:

Jumlahl Jumlah Jumlah Jumlah Produktivitas
No. | Tahun Hakim | Beban Beban Perkara Rata-Rata
Rata-rata Putus Hakim
1 2018 4 2.346 586 2.240 560
2 2019 5 2.358 472 2.274 459

Berdasarkan data tabel di atas, pada tahun 2019 rata-rata
beban perkara yang ditangani setiap Hakim dalam 1 tahun adalah
472 perkara. Sedangkan produktivitas Hakim dalam menyelesaikan
perkara berjumlah 459 perkara dalam 1 tahun.

Dari jumlah perkara yang diputus tahun 2019, berkas perkara
yang sudah diminutasi berjumlah 2.274 perkara. Sehingga target
penyelesaian perkara atau minutasi yang ditetapkan oleh Pimpinan
Pengadilan Agama Situbondo sebesar 100% telah dicapai. Hal
tersebut dikarenakan sehubungan dengan adanya program one day

minut dan one day publish.

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahun 2019, jumlah perkara yang telah diputus pada
tingkat pertama sebanyak 2.274 perkara dan yang telah diajukan
upaya hukum Banding sebanyak 9 perkara, sehingga perkara yang
tidak diajukan upaya hukum Banding sebanyak 2.267 perkara.
Adapun yang melakukan upaya hukum Kasasi sebanyak 9 perkara
dan Peninjauan Kembali (PK) O perkara.

Rasio perkara yang dilakukan upaya hukum Banding dengan
perkara putus tahun 2019 berada pada level 0,30%, sehingga rasio
perkara yang tidak dilakukan upaya hukum Banding dengan perkara
putus tahun 2019 berada pada level 99,7%. Hal ini menunjukkan

tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan yang tinggi terhadap
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hasil putusan Pengadilan Agama Situbondo.

Berikut diuraikan data putusan yang diajukan upaya hukum

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) sebagai berikut:

Putusan yang diajukan Banding

Sisa perkara Banding tahun 2018 sebanyak 4 perkara dan
penerimaan permohonan Banding pada tahun 2019 sebanyak
9 perkara, sehingga jumlah totalnya sebanyak 13 perkara. Adapun
permohonan banding yang telah diputus pada tahun 2019
sebanyak 13 perkara (100%).

Putusan yang diajukan Kasasi

Sisa perkara Kasasi tahun 2018 sebanyak 4 perkara dan
penerimaan permohonan Kasasi pada tahun 2019 sebanyak
9 perkara, sehingga jumlah totalnya sebanyak 13 perkara. Adapun
permohonan Kasasi yang telah diputus pada tahun 2019 sebanyak
8 perkara (61,53%) dan yang belum diputus sebanyak 5 perkara
(38,47%).

Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali

Sisa perkara Peninjauan Kembali tahun 2018 sebanyak
O perkara dan penerimaan permohonan Peninjauan Kembali pada

tahun 2019 sebanyak O perkara.

Jumlah Perkara yang Berhasil Dimediasi

Dalam tahun 2019, jumlah perkara pada tingkat pertama yang

telah dilakukan mediasi sebanyak 255 perkara, dan upaya mediasi

yang berhasil sebanyak 4 perkara sedangkan yang gagal sebanyak

251 perkara. Data perkara yang dimediasi pada Pengadilan Agama

Situbondo tahun 2019 sebagaimana dalam tabel berikut:

No. Hasil Mediasi Jumlah %
1 Berhasil 4 1,58
2 Gagal 251 98,42
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3 Tidak Layak 0 0
Total 255 100

Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Pengadilan Agama Situbondo tidak menangani perkara anak
melalui diversi, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor Nomor 50 tahun 2009, jenis perkara ini

tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
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C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Situbondo mendapatkan
anggaran untuk pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang
tidak mampu atau awam pada bidang hukum dari DIPA Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat
ratus ribu rupiah) yang dapat terserap 100%, yaitu sebesar
Rp 62.400.000,-. (enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh
enam ribu rupiah). Setiap harinya Posbakum menerima pelayanan
pembuatan surat gugatan ataupun surat permohonan untuk
pengajuan perkara perdata dengan pengaturan jam layanan selama
5 (lima) jam perharinya dengan total setahun sebanyak 624 jam
layanan.

Berikut adalah output pelayanan pembuatan surat

gugatan/permohonan berdasarkan data perbulannya:

No. Bulan Jlggl:?agirgzﬁgaﬁlo;g;at Keterangan
1. Januari 59 -
2. Februari 144 -
3. Maret 137 -
4. April 149 -
S. Mei 120 -
6. Juni 119 -
7. Juli 190 -
8. Agustus 141 -
9. September 145 -
10. | Oktober 138 -
11. | November 146 -
12. | Desember 146 -

'11;2'?1]138;23;1 tSurat 1.634 )
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Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pengadilan Agama Situbondo dalam 5 (lima) tahun terakhir ini
selalu mendapatkan anggaran dari DIPA untuk melakukan kegiatan
persidangan diluar gedung kantor pengadilan. Pada tahun 2019
pemerintah mengucurkan dana anggaran DIPA 2019 sebesar
Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sidang keliling
atau sidang di luar kantor pengadilan. Dana ini terserap seluruhnya
dengan baik karena memang wilayah Situbondo memiliki luasan
wilayah yang membujur panjang dari timur ke barat, sehingga
pelayanan persidangan dengan metode “jemput bola” ini sangat
membantu masyarakat di wilayah yang berada di ujung timur dan
ujung barat dari Kabupaten Situbondo, yaitu Kecamatan Asembagus

(wilayah timur) dan Kecamatan Besuki (wilayah barat).

Gambar Sidang Keliling di Kecamatan Besuki

Selain itu Pengadilan Agama Situbondo juga melakukan
Layanan Sidang Keliling Terpadu bekerja sama dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten Situbondo untuk memberikan pelayanan satu
tempat atau “one stop service” untuk perkara permohonan Isbat
Nikah, mulai dari pembuatan Penetapan Pengadilan oleh Pengadilan

Agama Situbondo, Buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama, sampai

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 20719 | Eig



perubahan Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo. Sidang Isbat

Nikah ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Panji - Situbondo.

FASILITASI KEGIATAN S

KABUPATEN SITUBON DO
DI KECAMATAN PANJI 7
26 NOPEMBER 2019 | -

Gambar Sidang Keliling Isbat Terpad i Kecamatan Panji .

Dari sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama
Situbondo menghasilkan output sebanyak 209 perkara gugatan dan

70 perkara permohonan. Berikut tabel pembagiannya:
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No. | Jenis Perkara | Jumlah perkara Keterangan

Mayoritas Cerai talak

1. | Gugatan 209
dan Cerai Gugat
2. | Permohonan 70 Mayoritas Itsbat Nikah
Total 279 -

Perkara Prodeo

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 mendapatkan
dana dari DIPA untuk pembebasan biaya perkara bagi masyarakat
miskin yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan sebesar
Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setara dengan 20 perkara.
Dengan anggaran pembebasan biaya perkara sebesar Rp 6.000.000,-
(enam juta rupiah) tersebut dirasa masih kurang dikarenakan masih
banyaknya masyarakat Situbondo yang masih hidup di bawah garis
kemiskinan.

Berikut adalah data penggunaan dana perkara prodeo

perbulan:

Z
o

Bulan Jumlah perkara Keterangan

Januari 1 -

Februari - _

Maret

April

Mei

Juli

Agustus

2
1
3
Juni 1 -
5
5
2

September

Oktober - _

—| =
—| 0|0 e N|o| vl b NI

November - -

—_
N

Desember - -

Total 20 -
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BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada
institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber
Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah
dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber
Daya Manusia yang bisa bekerja sama, berintegritas tinggi,
berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan
sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi.
Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya
Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang
tugasnya.

Sumber Daya Manusia yang efektif dan profesional
merupakan aset berharga bagi institusi. Sebagai salah satu
pendukung manajemen Sumber Daya Manusia, mekanisme
pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian
berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu
setiap SDM dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi
institusinya. Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap
Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia, sehingga
banyak terjadi rangkap jabatan, tetapi pekerjaan yang dibebankan
harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk
mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya di
bidang yudisial telah diambil langkah sebagai berikut:

a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu
masalah yang berkaitan dengan hukum;

b. Mengikutkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung;
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c. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh
pegawai oleh Pimpinan Pengadilan Agama Situbondo;
d. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan Agama;
e. Melakukan pengawasan oleh para hakim pengawas bidang.
Pada tahun 2019 jumlah SDM pada Pengadilan Agama
Situbondo sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, terdiri dari 20
(dua puluh) orang tenaga teknis yudisial, 4 (empat) orang tenaga non

teknis yudisial dan 15 (lima belas) orang tenaga kontrak.

Grafik Komposisi SDM
Pengadilan Agama Situbondo

m Teknis Yudisial
m Non Teknis Yudisial

Tenaga Kontrak

10.3%

Statistik Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama
Situbondo per 31 Desember 2019 berdasarkan jabatan diuraikan

dalam tabel berikut di bawah ini:

No. Jabatan Vudisial | Yudisial
1 | Ketua 1 -
2 | Wakil Ketua - -
3 | Hakim 4 -
4 | Panitera 1 -
S5 | Panmud Permohonan 1 -
6 | Panmud Gugatan 1 -
7 | Panmud Hukum 1 -
8 | Panitera Pengganti 5 -
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9 | Jurusita/Jurusita Pengganti 6 -

10 | Sekretaris - 1

1 Kasubbag Perencanaan, Teknologi )
Informasi dan Pelaporan

19 Kasubbag Kepegawaian, )
Organisasi dan Tata Laksana

13 | Kasubag Umum dan Keuangan - 1
14 | Tenaga Kontrak - 15
Total 20 19

Dilihat dari jumlah SDM di atas, jika dibandingkan dengan
jumlah Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Situbondo tahun
2018 secara keseluruhan tidak mengalami perubahan, yaitu
berjumlah 39 orang. Adapun perbandingan komposisi SDM
Pengadilan Agama Situbondo tahun 2018 dan 2019 diuraikan dalam
grafik di bawah ini:

Grafik Perbandingan Komposisi SDM
Pengadilan Agama Situbondo
Tahun 2018 dan Tahun 2019

25
20
15 B Teknis Yudisial
® Non Teknis Yudisial
10
Tenaga Kontrak
5
0 T 1

2018 2019

SDM Pengadilan Agama Situbondo tahun 2019 berdasarkan
kepangkatan/golongan adalah sebagai berikut:
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No. Komposisi SDM Gol. T | Gol. IT | Gol. IIT | Gol. IV | Jumlah
1 | Teknis Yudisial - 3 12 5 20
2 | Non Teknis Yudisial - - 3 1 4
Total - 3 15 6 24

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas
SDM, aparatur Pengadilan Agama Situbondo telah berupaya
meningkatkan skill dan kapabilitasnya melalui pendidikan formal
maupun non formal. Dari 24 orang tenaga teknis yudisial dan non
teknis yudiasial tersebut dapat dilihat tingkat pendidikan yang telah
ditempuh adalah sebagai berikut:

Grafik Tingkat Pendidikan SDM
Pengadilan Agama Situbondo

4.17%

Untuk menjaga efektifitas dan meningkatkan kinerja
organisasi, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengelolaan SDM
secara sistematis dan berkesinambungan. Pembinaan dan
pengelolaan sumber daya manusia tersebut berupa penambahan
aparatur (rekruitmen), penyegaran SDM dan pemberian penghargaan
(reward) melalui mutasi dan promosi, serta pengelolaan aparatur

yang memasuki masa pensiun. Berikut ini diuraikan pengelolaan
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SDM Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 yang meliputi,

mutasi, promosi, dan pensiun.

Mutasi

Mutasi pegawai dilaksanakan dengan tujuan dalam rangka
penyegaran organisasi demi peningkatan kinerja baik individu
maupun organisasi. Disamping itu, mutasi juga dapat dilakukan
karena masa kerja di satu wilayah lebih dari 4 tahun atau atas
permintaan sendiri. Di lingkungan Mahkamah Agung pelaksanaan
promosi dan mutasi berpedoman pada:

-  Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
192/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan
Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan
Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;

- Keputusan = Sekretaris Mahkamah  Agung RI  Nomor:
1/SEK/SK/I/2019 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi
Hakim di Lingkungan Peradilan Agama;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
192/KMA/SK/XI/2014 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai
Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya.

Pada tahun 2019, terdapat 4 (empat) orang pegawai Pengadilan
Agama Situbondo yang mutasi keluar dan 1 (satu) orang mutasi
masuk serta 2 (satu) orang pegawai intern yang memperoleh promosi
jabatan. Data promosi dan mutasi pegawai Pengadilan Agama

Situbondo dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
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Jabatan Jabatan

No. Nama Keterangan
Lama Baru
1 | Sugiarto, S.H. Kasubag Kasubag Umum Mutasi
Kepegawaian, dan Keuangan keluar

Organisasi dan | PA Banyuwangi

Tata Laksana

2 | Zulfikar, S.H. Panmud Panitera Mutasi
Permohonan Pengganti PA keluar
Jember
3 | M. Ali Akbar Kasubag Kasubag Mutasi
Prawiranegara, | Kepegawaian, Perencanaan, masuk
S.H. Organisasi dan Teknologi
Tata Laksana Informasi dan

PA Banyuwangi Pelaporan
PA Situbondo

Promosi

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam
suatu organisasi ataupun instansi. Promosi ke jabatan yang lebih
tinggi merupakan salah satu pola pembinaan karir Pegawai Negeri
Sipil yang diberikan oleh institusi kepada pegawai yang telah
memberikan kinerja yang lebih tinggi dan memenuhi syarat formal
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disamping itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terjadi perubahan
struktur organisasi dan nomenklatur khususnya jabatan struktural
kesekretariatan. Sehingga terdapat promosi jabatan kesekretariatan
untuk mengisi jabatan baru tersebut.

Selama tahun 2019 terdapat 5 (lima) orang pegawai Pengadilan

Agama Situbondo mendapatkan promosi jabatan, yaitu:
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No. Nama. Jabatan Jabatan Ket.
Lama Baru
1 | Drs. H. Arif Wakil Ketua Ketua PA Promosi
Mukhsinin, Cibadak mutasi
M.H. keluar
2 | Drs. A. Panmud Panmud Promosi
Dardiri, S.H., Gugatan Gugatan PA mutasi
M.H. PA Situbondo | Malang Kelas 1A | keluar
3 | H. Sofan Panitera Panmud Promosi
Afandi, S.H, Pengganti Gugatan
M.H. PA Situbondo PA Situbondo
4 | Drs. Sutipno Juru Sita Kasubag Promosi
Pengganti Kepegawaian,
PA Situbondo Organisasi dan
Tata Laksana PA
Situbondo
S | Mohammad Panitera Panmud Promosi

Arifin Jatmiko Pengganti Permohonan mutasi

Wijayarso, PA Bondowoso PA Situbondo masuk

S.H.

Sedangkan pegawai Pengadilan Agama Situbondo
mendapatkan promosi kenaikan pangkat adalah 4 (empat) orang,
yaitu:

No. Nama Pangkat Pangkat Ket.
Lama Baru

1 | Raudatus Sholiha, III/a II/b Penyesuaian
S.H., M.H. ijazah

2 | H. Hendra Agus II/a II/b Penyesuaian
Junaidi, S.H., M.H. ijazah

3 | Yunizar Holifatus I1/d III/a Kenaikan
Zahra, S.E. pangkat reguler
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4 | Eka Muharyanti, I1/d III/a Kenaikan

A.Md pangkat reguler

Pensiun
Pada tahun 2018, tidak ada pegawai Pengadilan Agama

Situbondo yang memasuki masa purna bakti (pensiun).

Diklat

Dalam rangka peningkatan kemampuan para pegawainya,
maka Mahkamah Agung mengadakan beberapa kegiatan diklat yang
diikuti oleh beberapa Pegawai Pengadilan Agama Situbondo. Berikut
adalah kegiatan diklat yang di ikuti pada tahun 2018:

No. Nama Jabatan Diklat Ket.

1 | H. Khadimul Panitera Bimbingan Tenaga

Huda, S.H., M.H. Teknis Teknis

Kompetensi Sita | Yudisial

Eksekusi
Pengadilan
Agama

2 | Abdul Kodir, Sekretaris Diklat Tenaga
S.Ag., M.M. Kepemimpinan | Non Teknis

Tingkat III Yudisial
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BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARAN DAN PRASARANA
SERTA TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam
undang-undang tersebut di atas, Pengadilan Agama Situbondo telah
melakukan serangkaian tahapan siklus Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) yang meliputi perencanaan anggaran,
penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran
dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Situbondo
mengelola keuangan yang berasal dari 2 (dua) Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung (005.01) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama  Mahkamah Agung (005.04) dengan rincian
pengelolaan sebagai berikut:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (005.01)

Terdiri dari :

a. Belanja Pegawai : Rp 3.102.437.000,-
b. Belanja Barang :Rp 917.896.000,-
c. Belanja Modal :Rp 453.192.000,-

Total : Rp 4.473.525.000,-

2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA (005.01),
hanya untuk Belanja Barang saja sebesar Rp 103.400.000,-.
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Realisasi Anggaran Teknis

Pengelolaan keuangan anggaran teknis pada Pengadilan Agama
Situbondo berupa anggaran DIPA 005.04 (Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama), pada tahun 2019 meliputi Pendapatan Negara dan
Belanja Negara. Pada sektor pendapatan negara, selama tahun 2019
realisasi pendapatan yang dicapai sebesar Rp 208.158.000,- yang
berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan
peradilan. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar Rp 65.981.300,-
(46,40%) dari perolehan tahun 2018 sebesar Rp 142.176.700,-. Hal
ini disebabkan kecenderungan naiknya jumlah perkara. Berikut

tabel realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak:

No. Uraian Tahun 2018 Tahun 2019

1 Penerimaan Negara 142.176.700,- 208.158.000,-
Bukan Pajak (PNBP)

Selain itu, pada sektor pengelolaan belanja negara anggaran
teknis tahun 2019 Pengadilan Agama Situbondo mendapatkan
alokasi anggaran sebesar Rp 103.400.000,- berupa belanja barang
yang digunakan dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Agama. Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diterima
pada tahun 2018 Rp 108.400.000,-, maka terjadi penurunan
anggaran yang diterima di tahun 2019 sebesar Rp 5.000.000,- atau
4,61%). Berikut tabel dari anggaran tersebut:

Pagu Anggaran

Jenis Belanja
2018 2019

Belanja Barang 108.400.000 103.400.000

Sedangkan, anggaran pada DIPA 005.04 yang dapat

direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah
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sebesar Rp 103.400.000,- atau realisasi 100%, sehingga tidak

terdapat sisa anggaran.

Pagu Realisasi Sisa
Tahun
Rp Rp % Rp %
2018 108.400.000 108.385.000 99,99 15.000 0,01
2019 103.400.000 103.400.000 100 0 0

Realisasi Anggaran Non Teknis

Pengelolaan keuangan anggaran non teknis pada Pengadilan
Agama Situbondo berupa DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi)
meliputi pengelolaan pendapatan negara dan pengelolaan belanja
negara. Pada sektor pengelolaan pendapatan negara, tahun 2019
realisasi PNBP yang dicapai Pengadilan Agama Situbondo adalah
nihil (Rp O,-). Realisasi pada tahun 2019 ini mengalami penurunan

sebesar Rp 839.454,- dari realisasi tahun sebelumnya.

No. Uraian Tahun 2018 | Tahun 2019
1 | Penerimaan Negara Bukan 839.454 0
Pajak (PNBP)

Disamping itu, pada sektor pengelolaan belanja negara, tahun
2019 Pengadilan Agama Situbondo mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp 4.473.525.000,- yang terdiri atas belanja pegawai sebesar
Rp 3.102.437.000,- dan belanja barang sebesar Rp 917.896.000,-
serta belanja modal sebesar Rp 453.192.000,-. Jika dibandingkan
dengan alokasi anggaran yang diterima pada tahun 2018 yaitu
sebesar Rp 3.931.593.000,-, maka terjadi peningkatan anggaran
yang diterima pada tahun 2019 sebesar Rp 541.932.000,- (13,78%).
Hal tersebut disebabkan adannya tambahan anggaran untuk belanja

barang dan modal pada pertengahan tahun 2019.
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Pagu Anggaran
Jenis Belanja
2018 2019
Belanja Pegawai 3.046.997.000 3.102.437.000
Belanja Barang 809.596.000 917.896.000
Belanja Modal 75.000.000 453.192.000
Jumlah 3.931.593.000 4.473.525.000

Sedangkan, anggaran DIPA 005.01 yang dapat direalisasikan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp 3.927.033.283,-, sehingga masih terdapat kelebihan anggaran
sebesar Rp 114.546.858,-. Namun, jika dikomparasikan dengan
capaian realisasi anggaran tahun 2017 Rp. 3.984.379.336,-, maka
terjadi penurunan capaian realisasi sebesar 1,43%. Hal ini

disebabkan pengurangan alokasi anggaran secara keseluruhan.

Jenis Pagu Realisasi Sisa
Belanja Rp Rp % Rp %
Belanja
) 3.102.437.000 | 3.100.337.703 | 99,93 2.099.297 0,07
Pegawai
Belanja
917.896.000 900.336.553 | 98,08 | 17.559.447 1,92
Barang
Belanja
453.192.000 444.616.542 | 98,11 8.575.458 1,89
Modal

Jumlah 4.473.525.000 | 4.445.290.798 | 99.37 | 28.234.202 0,63

Belanja Pegawai

Pengelolaan anggaran pada jenis belanja pegawai pada
Pengadilan Agama Situbondo meliputi gaji, tunjangan, lembur dan
uang makan PNS. Pada tahun 2019, alokasi belanja pegawai pada
Pengadilan Agama Situbondo sebesar Rp 3.102.437.000,- dan telah

direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar
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Rp 3.100.337.703,- (98,08), sehingga terdapat kelebihan anggaran
sebesar Rp 2.099.297,-.

Pagu Realisasi Sisa
Uraian
Rp Rp % Rp %
Belanja Gaji
PNS 3.102.437.000 | 3.100.337.703 | 99,93 | 2.099.297 | 0,07

Belanja Barang

Pengelolaan anggaran pada jenis belanja barang pada
Pengadilan Agama Situbondo meliputi belanja barang operasional
dan non operasional. Pada tahun 2019, alokasi belanja barang pada

Pengadilan Agama Situbondo sebesar Rp 917.896.000,- sedangkan

realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar
Rp 900.336.553,- (98,08%) dan sisa anggaran yang tidak
dibelanjakan sebesar Rp 17.559.447,- (1,92%).
' Pagu Realisasi Sisa
Uraian
Rp Rp % Rp %
Belanja
Barang 528.502.000 | 513.815.613 | 97,22 | 14.691.387 | 2,78
Operasional
Belanja
Barang 22.500.000 22.499.616 | 99,99 384 | 0,01
Persediaan
Belanja Jasa 106.859.000 | 103.995.808 | 97,32 2.863.192 | 2,68
Belanja
203.630.000 | 203.630.000 100 0 0
Pemeliharaan
Belanja
56.400.000 56.305.516 | 99,83 4.484 | 0,17
Perjadin
Jumlah 917.891.000 | 900.246.553 | 98,08 | 17.559.447 1,92
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Belanja Modal

Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019 mendapatkan
alokasi belanja modal berupa renovasi rumah dinas, pengadaan
peralatan dan mesin sebesar Rp 453.192.000,-. Sedangkan realisasi
sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terserap sebesar
Rp 444.616.542,- (98,11%) dan sisa anggaran yang tidak
dibelanjakan sebesar Rp 8.575.458 (1,89%).

Pagu Realisasi Sisa
Uraian
Rp Rp % Rp %
Belanja Modal
Peralatan dan 50.000.000 49.998.000 | 99,99 2.000 | 0.01
Mesin
Belanja Modal
Gedung dan - - - - -
Bangunan
Belanja Modal
Penambahan 403.192.000 | 394.618.512 | 97,87 | 8.573.458 | 2.13
Nilai
Jumlah 553.192.000 | 444.616.512 | 80,37 | 8.575.458 | 19.63

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi
peradilan agama, maka perlu ditunjang oleh ketersediaan fasilitas
sarana dan prasarana yang memadai. Dan dalam pelaksanaannya
harus dikelola dan diadministrasikan secara tertib, karena sarana
dan prasarana kantor tersebut merupakan aset kekayaan milik
negara yang penggunaan dan pengelolaannya telah diatur oleh
peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah RI
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan

Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008.
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Oleh karena itu, Pengadilan Agama Situbondo dalam tahun
2019 telah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana yang
terdiri atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan
perpustakaan, dan pengelolaan administrasi persuratan. Berikut ini
akan diuraikan pengelolaan sarana dan prasarana pada Pengadilan

Agama Situbondo tahun 2019:

Pengelolaan Inventarisasi BMN

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Situbondo telah
melaksanakan invetarisasi aset kekayaan negara yang meliputi
opname fisik Barang Milik Negara dan pemutakhiran data Barang
Milik Negara pada Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN). Hasil inventarisasi tersebut dapat menunjukkan nilai

riil dan kondisi BMN pada Pengadilan Agama Situbondo.

Nilai BMN di neraca per 31 Desember 2019 pada Pengadilan

Agama Situbondo adalah

sebesar

Rp

16.836.630.518,-.

Jika

dibandingkan dengan nilai BMN tahun 2018, nilai BMN mengalami
penambahan sebesar Rp 2.369.158.248,-.

Akun Uraian Nilai Tahun Nilai Tahun
2018 2019
117111 | Barang Konsumsi 3.045.790 4.333.899
117113 | Bahan untuk 485.750 0
Pemeliharaan
117199 | Persediaan Lainnya 0 0
131111 | Tanah 9.803.228.000 | 11.325.724.000
132111 | Peralatan dan Mesin 1.877.228.000 | 2.098.164.674
133111 | Gedung dan Bangunan | 4.190.778.000 | 4.493.460.000
134113 | Jaringan 0 0
135121 | Aset Tetap Lainnya 18.720.370 18.720.370
137111 | Akumulasi Penyusutan | (1.441.730.124) | (1.642.559.142)
166112 | Aset Tetap Lain-lain 70.998.823 217.511.824
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169122 | Akumulasi Penyusutan / (55.318.823) (55.318.823)
Amortisasi Aset Tetap
Lainya
Total 14.467.472.270 | 16.836.630.518

Sedangkan pada transaksi BMN, dalam tahun 2019 terjadi

mutasi bertambah BMN berupa peralatan dan mesin dan mutasi

tambah pada gedung dan bangunan. Mutasi bertambah tersebut

sebagai akibat dari pengadaan peralatan komputer,

meubelair,

penambahan komputer unit, alat rumah tangga, alat kantor dan

bahan perpustakaan tercetak.

Saldo Per Mutasi Mutasi Saldo Per
Akun Uraian
01-01-2018 Tambah Kurang 31-12-2018
132111 Peralatan dan Mesin

3.05.01 | Alat Kantor 94.489.949 1.110.000 0 95.599.949

3.05.02 | Alat Rumah Tangga 668.812.151 16.852.000 0 685.664.151

3.06.02 | Alat Komunikasi 23.750.750 0 0 23.750.750

3.10.01 | Komputer Unit 495.693.700 39.4047.500 0 535.098.200

3.10.02 | Peralatan Komputer 89.399.700 16.498.500 0 105.898.200

3.02.01 | Alat Angkutan Darat 424.308.634 0 0 424.308.634

Bermotor

3.06.01 | Alat Studio 12.902.600 1.002.000 0 13.904.600

3.19.01 | Peralatan Olah Raga 750.000 0 0 750.000
135121 Aset Tetap Lainnya

6.01.01 | Bahan Perpustakaan 18.720.370 0 0 18.720.370
166112 Aset Tetap Yang Tidak Digunakan

3.05.01 | Alat Kantor 13.938.926 0 0 13.938.926

3.05.02 | Alat Rumah Tangga 15.683.092 0 0 15.683.092

3.06.02 | Alat Komunikasi 93.750 0 0 93.750

3.10.01 | Komputer Unit 26.751.850 0 0 26.751.850

3.10.02 | Peralatan Komputer 3.626.205 0 0 3.626.205

6.01.01 | Bahan Perpustakaan 15.680.000 0 0 15.680.000

Total 8.535.317.177 | 9.125.588.923 0| 1.687.431.523
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Pemeliharaan BMN

Pada tahun 2019 telah dilakukan pemeliharaan BMN pada
Pengadilan Agama Situbondo agar tetap dapat digunakan dalam
kegiatan operasional perkantoran sehari-hari. Pemeliharaan tersebut
meliputi pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan
dinas, dan peralatan elektronik, serta alat pengolah data. Adapun
nilai pemeliharaan yang telah direalisasikan dalam pemeliharaan

BMN tahun 2019 adalah sebesar Rp 229.630.000,-.

Nilai
No. Nama Barang Volume Ket.
Pemeliharaan

1 | Pemeliharaan gedung
1.599 m? 121.650.000 -

kantor
2 | Pemeliharaan 65 unit 81.980.000 -
peralatan dan mesin
Total 224.483.671 -
Pengembangan Aset BMN

Pada tahun 2019 telah dilakukan Pengembangan Aset BMN
pada Pengadilan Agama Situbondo berupa renovasi rumah dinas
Ketua Pengadilan Agama Situbondo. Renovasi tersebut meliputi
pagar, gedung bangunan, dan halaman. Adapun nilai pengembangan
aset yang telah direalisasikan pada 2019 adalah sebesar

Rp 394.618.512,-.

Pagu Realisasi
No. | Nama Barang Volume
Pengembangan | Pengembangan

1 Renovasi
146,88 m2 403.192.000 394.618.512
rumah dinas
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Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan perpustakaan pada Pengadilan Agama Situbondo
masih dilakukan secara manual dan tercatat di SIMAK BMN secara
monografi. Menurut data buku induk perpustakaan, jumlah bahan
pustaka pada Pengadilan Agama Situbondo per 31 Desember
2018sebanyak 707 bahan pustaka karenatidak ada penambahan
bahan pustaka baru. Adapun karena adanya banjir bandang pada
tahun 2008 maka banyak buku yang rusak dan dilakukan

pengajuan untuk penghapusan sebanyak 996 bahan pustaka.

Pengelolaan Administrasi Persuratan

Pengelolaan administrasi persuratan pada Pengadilan Agama
Situbondo telah dilaksanakan secara tertib dan hierarkis sesuai
dengan Pedoman Administrasi Tata Persuratan dan Pola Klasifikasi
Surat Mahkamah Agung yang telah ditetapkan oleh Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 143/KMA/SK/VII[/2007 meliputi

pengelolaan administrasi surat masuk dan surat keluar.

No. Klasifikasi Surat Tahun 2019 Surat Surat

Masuk Keluar
1. | OT (Organisasi dan Tata Laksana) 19 25
2. | HM (Hubungan Masyarakat) 99 136
3. | KP (Kepegawaian) 41 99
4. | KU (Keuangan) 17 85
5. | KS (Kesekretariatan) 1 2
6. | PL (Perlengkapan) 6 31
7. | HK (Hukum) 1.234 1.730
8. | PP (Pendidikan dan Pelatihan) 3 6
9. | PB (Penelitian dan Pengembangan) 3 2
10. | PS (Pengawasan) 4 0
Total 1.427 2.116
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Pada tahun 2019, jumlah surat yang diadministrasikan pada
Pengadilan Agama Sitbondo sebanyak 3.543 surat dengan rincian
surat masuk sebanyak 1.427 surat dan surat keluar sebanyak 2.116

surat.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi
Impelementasi e-court di Pengadilan Agama

Aplikasi e-court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-court merupakan
perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor
3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara
Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung
Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan
Indonesia (justice reform) yang mensinergikan peran Teknologi
Informasi (IT) dengan hukum acara (IT for judiciary)

Pengadilan Agama Situbondo sendiri sudah melaksanakan
implementasi aplikasi e-court sesuai dengan perintah dari
Mahkamah Agung RI, dan pada tahun 2019 perkara e-court yang
diterima oleh Pengadilan Agama Situbondo berjumlah 44 perkara.

Hal tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini:

Jumlah Perkara Secara Eletronik/E-Court

Diputus Sisa/Masih
No. Tahun

Diterima | Dicabut Secara Secara dalam Proses
Jumlah
Elektronik Biasa

1 2019 44 5 0 34 39 5

Dari penerimaan perkara e-court sebanyak 44 perkara
tersebut, yang menjadi perkara e-litigasi sebanyak 1 perkara yang

saat ini masih dalam proses persidangan.
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Eeterangan :

Peradilan Agama

v Layanan e-Litigasi Aktif (412 darl 412)
9 Layanan e-Calrt AkTF (412 dari 4121

v Layanan e-Colrt Bedum Akuf (0}

3 Terbanyak berhasil mendapat Nomar
perkara :

PENGADILAN AGAMA CIAMIS : 1854 perkara

PENGADILAN AGAMA KABLIPATEN MALANG :
PENGADILAN AGAMA BITUBONDO
A, daksa Agurg Suprap Mo, 18
Pendaftaran (dibayar| : 44 Perkara

T 1092 perkara

Barhasi Nomer Parkars : 44 Perkara
Perkara Gugatan : 42 Perhara

Perkarn Gugatan Sedhrtans - 0 Perkara
Permabanan : 2 Perkara

Gambar Aplikasi e-court Pengadilan Agama Situbondo

Impelementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama

Mulai tahun 2016 Pengadilan Agama Situbondo telah
menerapkan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk melakukan
modernisasi manajemen perkara dengan memanfaatkan teknologi
informasi.

Penerapan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang
dilakukan secara bertahap akan menghasilkan perubahan mendasar
dalam cara pengadilan bekerja untuk melaksanakan fungsinya.
“Pekerjaan yang sejak dulu dilakukan secara manual dapat lebih
efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan bantuan teknologi,”

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan
sebuah aplikasi manajemen perkara yang menyediakan data dan
informasi untuk masyarakat seperti status perkara, jadwal sidang
dan informasi lainnya yang dapat diakses melalui situs website SIPP
Pengadilan Agama Situbondo dengan alamat website:
www.sipp.pa-situbondo.go.id. Bagi aparatur pengadilan, SIPP juga
bermanfaat terkait pengolahan data serta pencetakan laporan dan

untuk memonitor dan inventarisasi perkara yang ditangani oleh
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Pengadilan Agama, karena di dalam aplikasi SIPP terdapat
monitoring kinerja setiap pegawai yang dapat diakses pada SIPP
Mahkamah Agung RI, saat ini Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama yang membawahi seluruh pengadilan agama yang ada di
Indonesia telah membuat penilaian kinerja pada setiap satuan kerja
terhadap progress implementasi SIPP, sehingga memacu setiap
satuan kerja untuk meningkatkan kinerja.

Selain peningkatan kinerja, penerapan SIPP juga dapat
berdampak positif pada tingkat pelayanan terhadap masyarakat yang

akan berujung pada meningkatnya kepercayaan kepada lembaga

peradilan.

Penelusuran Perkara

STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

Gambar Aplikasi SIPP Pengadilan Agama Situbondo
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BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi Iso Pengadilan)

Pada tahun 2017 ini Peradilan Agama di bawah komando
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah memulai
melakukan akreditasi dan sertifikasi pada Pengadilan Agama di
wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur yang diujicobakan
pada 10 (sepuluh) Pengadilan Agama untuk Tahap I yang telah
rampung pada awal bulan Desember 2017. Kegiatan yang bernama
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu atau dikenal dengan
singkatan SAPM ini adalah produk dari dan untuk Peradilan Agama
sebagai standarisasi pelayanan Pengadilan Agama kepada
masyarakat pencari keadilan dengan output sebuah pelayanan prima
yang dapat mewujudkan visi dan misi dari setiap satuan kerja
tercapai.

Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 12 Desember 2017
adalah salah satu Pengadilan Agama dari 20 (dua puluh) Pengadilan
Agama di Jawa Timur yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan
Sertifikasi Akreditasi Manajemen Mutu Tahap II. Sejak terbentuknya
sebuah komitmen pada tanggal tersebut, maka Pengadilan Agama
Situbondo mulai melakukan studi banding ke Pengadilan Agama
yang telah terakreditasi dan melakukan pembenahan dari segala
aspek khususnya perbaikan sarana dan prasarana.

Ketua Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 24 Mei 2018
telah menerima Tim Asessor Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu
Peradilan Agama. Kedatangan Tim Asessor Eksternal ini
sebagaimana surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI Nomor: 1233/DJA/OT.01.3/5/2018 tanggal

7 Mei 2018 tentang Jadwal, Lokasi dan Susunan Tim Penilaian
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Eksternal SAPM Gelombang I Tahun 2018 yang bertugas untuk
melaksanakan asesment eksternal di wilayah Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya. Tim yang dipimpin oleh H. Lalu Muhamad Taufik,
S.H., dari Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dengan
anggota tim Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. dan Priyo Setiawan,
S.Kom., keduanya dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah
datang di Pengadilan Agama Situbondo untuk melakukan penilaian
pelaksanaan SAPM mulai tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal
26 Mei 2018.

Berdasarkan hasil musyawarah seluruh Tim Asessor Eksternal
Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang I Tahun 2018 seluruh
Indonesia, bahwa penilaian yang dilaksanakan Tim Asessor
Eksternal di Pengadilan Agama Situbondo memenuhi syarat dan
dinyatakan lulus. Pada tanggal 22 Juli 2018 Ketua Pengadilan
Agama Situbondo menerima Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Agama terakrditasi “A” (Excellent) yang diserahkan
langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dalam acara penyerahan
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu 4 Lingkungan Badan
Peradilan Mahkamah Agung di Hotel Novotel Kota Balikpapan,

Kalimantan Timur.

Gambar. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018
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Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama
dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun selama 3 tahun
terhitung mulai tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal
22 Juni 2021.

Penilaian kembali atau Asesmen Surveillance Pertama
Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Situbondo
dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
oleh Tim Asesmen Surveillance Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu
(APM) Gelombang I Tahun 2019, yang ditugaskan berdasarkan surat
dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
Nomor: 2065/DJA/0OT.01.3/5/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang
Pelaksanaan Asesmen Surveillance Pertama APM Gelombang I Tahun
2019. Tim Asesmen Surveillance Pertama APM berasal dari
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Ketua Tim Rohmad
Bahrudin, S.Kom., M.H.P. dan 2 (dua) orang anggota, yaitu
Dra. Hj. Suffana Qomah dan Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI Nomor: 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal
30 Oktober 2019 tentang Hasil Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun
2018 dan Tahun 2019, bahwa Pengadilan Agama Situbondo
memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu Surveillance I Tahun 2019

Predikat A (Excellent).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sejak selesainya renovasi pembangunan gedung kantor bagian
belakang pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Situbondo
mulai menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan
dukungan anggaran DIPA untuk adanya renovasi pada gedung maka
perencanaan pelayanan masyarakat juga salah satu pertimbangan
penting dalam membuat rancangan denah dan kebutuhan ruang

yang sesuai dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
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Dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maka
kami membangun sebuah Ruang Layanan Terpadu yang terintergrasi
pada ruang internal atau area private Kantor Pengadilan Agama
Situbondo agar pelayanan selalu dapat terpantau secara langsung
oleh para pimpinan dan meningkatkan efisiensi waktu untuk
administrasi secara internal antara petugas pelayanan dan pihak
penanggung jawab. Adanya batas area pelayanan yang jelas antara
petugas dan para pihak berperkara juga dapat meminimalisir adanya
interaksi yang berlebihan sehingga secara tidak langsung akan
menekan upaya penyalahgunaan wewenang dalam melayani pihak

berperkara.

Gambar Pintu masuk ruang Layanan Terpadu

Ruang Layanan Terpadu yang ada pada Pengadilan Agama
Situbondo juga telah memenuhi seluruh kebutuhan yang telah
disyaratkan dalam melayani pihak berperkara agar terpenuhi
pelayanan yang cepat dan nyaman. Ruangan Layanan Terpadu
tersebut terdiri dari beberapa ruangan, yaitu:

1. Meja Pelayanan Terpadu, terdiri dari Layanan Informasi dan
Pengaduan, Layanan Pendaftaran, Layanan E-court, Layanan

Pembayaran dan Layanan Pengambilan Produk Pengadilan.
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Ruang Tunggu Terpadu
Ruang Sidang 1

Ruang Sidang 2

Ruang Kaukus

Ruang Mediasi

Ruang Posbakum

Ruang Laktasi

© ® N o ke

Ruang Poss/Bank
10. Toilet Umum dan Disabilitas
11. Area Bermain Anak

12. Ruang Tunggu Bersama

Pada Meja Pelayanan tidak terdapat akses penghubung antara
ruang petugas meja pelayanan dengan ruang tunggu serta terdapat
batas yang jelas yaitu Meja Pelayanan dengan maksud untuk
membatasi interaksi yang tidak perlu, sehingga diharapkan
komunikasi yang terjadi antara petugas pelayanan dan pihak

berperkara hanya dilaksanakan di Meja Pelayanan.
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Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan yang prima
kepada masyarakat pencari keadilan, maka Ruang Layanan Terpadu
Pengadilan Agama Situbondo juga memberikan pelayanan tambahan
yang terkait maupun tidak terkait dengan administrasi keperkaraan.
Pelayanan ini selain mendukung pelayanan keperkaraan, namun
juga sebagai syarat Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang
sudah menjadi program Badan Peradilan Agama untuk standarisasi
pelayanan pada Pengadilan Agama se-Indonesia. Ruang-ruang
pelayanan itu antara lain:

1. Pos Bantuan Hukum
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2. Ruang Mediasi

3. Ruang Kaukus
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5. Ruang Laktasi dan Bermain Anak

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2079 | g!



6. Toilet Umum dan Disabilitas

7. Ruang Tunggu Layanan Terpadu

Dengan adanya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Agama Situbondo, maka diharapkan suasana yang
kondusif dalam menciptakan pelayanan prima kepada para pihak
pencari keadilan mulai dari proses pendaftaran, proses persidangan,
dan administrasi perkara seperti pengambilan putusan atau
penetapan serta akta cerai. Proses pelayanan perkara dapat menjadi

lebih cepat dan efisien, serta menghindari atau mencegah adanya
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penyalahgunaan wewenang dalam proses berperkara apabila

terdapat “pintu-pintu” yang lain.

Inovasi Pelayanan Publik
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan
informasi dan percepetan perkara para pencari keadilan di
Pengadilan Agama Situbondo serta peningkatan kinerja bagi
Pengawai Pengadilan Agama Situbondo, maka perlu adanya Inovasi
dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan
tersebut.
Berikut beberapa inovasi yang dibuat dan dikembangkan oleh
Pengadilan Agama Situbondo:
1. Aplikasi Antrian Sidang dan Antrian Layanan PTSP
Antrian sidang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Situbondo
untuk mempermudah para pihak memperoleh informasi antrian
ketika mereka akan melaksanakan sidang. Selain itu antrian
sidang ini bertujuan untuk mengindari adanya joki karena sudah

dilengkapi dengan fasilitas barcode untuk mengambil antrian, baik

itu untuk antrian sidang maupun untuk antrian layanan PTSP.

Anfrian Sidang

Mosr Parkan sk an Moo Perkarm

Petunjuk Pemakaian
1. Scan | Pindai Hado R pada Mesin Pindi ptrian Yareg Befum Dizeril

2 PilT Mt Infmad yang hsediskan
Misad ¢
~Diata Uram
- Panseapin
- Jsdwai Sigang
« Putusan Akhir
- hita Cesai
- Beaym Parkars

Jika s Kesuitan, Sakan Tanys pada Pelugas
Pengaditan Agama

Antrian Layanan PTSP

[ Perdaftaran 2
Arrian

Gambar Aplikasi Antrian Sidang
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Gambar Petugas Membantu Antrian Sidang dan Layanan PTSP

2. Sidawai Perkara
Aplikasi Sidawai Perkara yang telah dikembangkan oleh
Pengadilan Agama Situbondo adalah aplikasi yang ditujukan
untuk para pihak berperkara yang sudah diputus perkaranya oleh

Majelis Hakim, yaitu untuk pengambilan salinan putusan perkara
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dan akta cerai yang sudah diterbitkan oleh Pengadilan Agama
Situbondo.

Aplikasi ini memanfaatkan media pendukung berupa SMS (Short
Message Service), jadi apabila pihak berperkara yang sudah
diputus perkaranya dapat mengetahui kapan saja salinan dan
akta cerainya sudah diterbitkan dengan memanfaatkan SMS

(Short Message Service).

Aiihitheni it iare uaibis M P, Wanmi B Maamis T

Gambar Aplikasi Sidawai Perkara

Gambar Pihak Berperkara Memperole idawai Perkara
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BAB VI
PENGAWASAN

A. Internal

Selama tahun 2019 Pengadilan Agama Situbondo telah
melaksanakan pengawasan internal meliputi bidang kepaniteraan
dan kesekretariatan. Pengawasan tersebut dilakukan secara terus-
menerus kepada semua aparat Pengadilan Agama Situbondo guna
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut Ketua
Pengadilan Agama Situbondo menetapkan dan membentuk Hakim
Pengawas Bidang (Hawasbid) yang beberapa kali dirubah karena
adanya mutasi dengan menerbitkan Surat Keputusan terakhir
dengan Nomor: WI13-A19/1188/HK.00.8/SK/VII/2019 tanggal
1 Juli 2019 yang dikoordinir langsung oleh Ketua Pengadilan Agama
Situbondo, karena jabatan Wakil Ketua kosong. Pelaksanaan
pengawasan internal tersebut dilaksanakan 2 (dua) kali dalam
setahun, yakni Semester I dan Semester II dengan bidang
pengawasan meliputi : Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik,
Admministrasi  Perkara, Admministrasi Persidangan serta
Administrasi Umum.

Adapun susunan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan

Agama Situbondo tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No. Nama P(la?)rilgz\ggs Bidang Pengawas
1 | Drs. Maftukin, Hakim - Sistem pembagian
M.H. Pengawas perkara dan penentuan
Bidang majelis hakim
Administrasi - Ketepatan waktu
Persidangan pemeriksaan dan
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penyelesaian perkara
Minutasi perkara

Pelaksanaan putusan

(eksekusi)
Drs. Hakim Prosedur penerimaan
Muhammadun, | Pengawas perkara
S.H. Bidang Prosedur penerimaan
Administrasi permohonan banding
Perkara Prosedur penerimaan
permohonan kasasi
Prosedur penerimaan
permohonan peninjauan
kembali
Keuangan perkara
Pemberkasan perkara
dan kearsipan
Pelaporan perkara
Drs. H. Usman Hakim Perencanaan, teknologi
Ismail Kilihu, Pengawas informasi dan pelaporan
S.H., M.H. Bidang Kepegawaian, organisasi
Administrasi dan tata laksana
Umum Umum dan keuangan
Inventaris (BMN)
Perpustakaan, tertib
persuratan dan
perkantoran
Pengadaan barang/jasa
Drs. H. Hasan Hakim Perencanaan program
Basri, M.H. Pengawas kerja
Bidang Pelaksanaan/pencapaian
Manajemen target
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Peradilan dan |- Pengawasan dan

Kinerja pembinaan

Pelayanan - Kendala dan hambatan

Publik - Faktor-faktor yng
mendukung

- Evaluasi kegiatan

- Pelaksanaan PTSP

- Tertib perkantoran dan
rumah tangga

- Kecepatan dan
ketapatan pelayanan
publik

- Penanganan dan tindak
lanjut pelaporan dari

masyarakat

Dengan dilaksanakannya pengawasan internal secara berkala
ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas kerja aparatur
Pengadilan Agama Situbondo. Sehingga capaian kinerja organisasi

yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

B. Evaluasi

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim
Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Situbondo tahun 2019,
Hakim Pengawas Bidang menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas
dan fungsi peradilan serta pelayanan publik pada Pengadilan Agama
Situbondo telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Namun
ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pimpinan Pengadilan
Agama Situbondo untuk lebih ditingkatkan lagi. berikut disampaikan
hasil evaluasi dan rekomendasi Hakim Pengawas Bidang Pengadilan

Agama Situbondo pada tahun 2019:
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No

Area Pemeriksaan / Hasil

Evaluasi

Tindak Lanjut

Administrasi Persidangan

Adanya Ketidaksingkronan

antara suara pemanggilan
dari aplikasi antrian dengan
dan papan nama layanan.
Contoh:

Suara antrian berbunyi “K1
menuju loket kasir,
sedangkan papan nama yang
adalah

Pembayaran,

ada Layanan
sehingga

pencari keadilan kebingungan

Akan dilakukan

aplikasi antrian sidang

perbaikan

Administrasi Perkara

Petugas Meja I, Meja II dan
Meja III dalam menjalankan
tugas belum mendapatkan SK

dan surat tugas

Sejak diberlakukannya PTSP

oleh Dijen Badilag, istilah Meja

I, Meja II dan Meja Illdiganti

dengan

- Layanan Informasi dan
Pengaduan

- Layanan Pendaftaran

- Layanan Pembayaran

- Layanan Pengambilan
Produk Pengadilan

Semua petugas layanan dalam

PTSP sudah dibuatkan SK

nomor: W13-A19/833/

Hk.00.8/SK/9/2018

17 September 2018 tentang

tanggal

Penunjukan Tim Pengelola
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengadilan Agama Situbondo

Banyak perkara

yang
diminutasi belum masuk box
relaas

berkas, karena asli

panggilan dan atau relaas

pemberitahuan isi putusan
belum dikirim dari PA yang

dimintai bantuan

Akan dilakukan
kembali dengan PA yang telah

koordinasi

dimintai bantuan pemanggilan
atau penyampaian

pemberitahuan isi putusan

Ditemukan buku

tidak

register

perkara ada nama
pengadilan dan tahun buku

belum diisi/ditulis

Akan ditulis nama pengadilan
dan tahun pada buku register

perkara

Arsip perkara masih belum

tertata rapi

Arsip perkara akan ditata dan

dirapikan

buku
keuangan perkara KIPA 1 s.d.

Pengisin jurnal

KIPA 6 harus dilakukan
secara e-keuangan (secara
elektronik) dan  hasilnya

sudah dicetak, namun belum

dijjilid ditemukan dalam buku

Buku jurnal nomor 301-400,
401-500, 501-600, 601-700
akan dijilid

jurnal nomor 301-400,

401-500, 501-600, 601-700

Ditemukan buku induk | Buku induk keuangan perkara
keuangan perkara pada | akan pada halaman pertama
halaman pertama dan | dan terakhir akan
terakhir belum | ditandatangani ketua dan akan
ditandatangani oleh ketua | diberi nomor halaman dan
dan belum diberi nomor | diparaf

halaman dan diparaf
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Buku Induk

bulan

Keuangan
Perkara September,
Oktober dan November 2019
suda dicetak, pada halaman
dan

pertama penutupan

sudah ditandatangani oleh
Ketua, namun belum diberi

nomor halaman dan paraf

Buku Induk Keuangan Perkara
bulan September, Oktober dan
November 2019 akan diberi

nomor halaman dan paraf

Administrasi Umum

Agar tetap terjaga kebersihan
dan keamanan dilingkungan
kantor, maka Kasubag Umum
dan

Keuangan perlu

mengadakan pengawasan
yang ketat terhadap petugas
dan

kebersihan petugas

keamanan

Agan dilakukan evaluasi
kinerja petugas kebersihan dan

petugas keamanan setiap hari

Administrasi Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan

Publik

Prosentase pencapaian target | Prosentase pencapaian target
program kerja untuk tahun | program kerja tahun 2019
2019 belum dibuat akan dibuat

Ditemukan beberapa pegawai | Awal tahun 2020 akan

yang dilantik dipertengahan
tahun 2019 belum dibuatkan
job diskripsi, atas nama m

M. Arifin Jatmiko Wijayarso,
S.H. sebagai Panitera Muda
Permohonan, H. Sofan Afandi,
S.H., M.H. sebagai Panitera

Muda Gugatan, Drs. Sutipno

dibuatkan job diskrition untuk

seluruh pegawai

Laporan
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sebagai Kasubag
Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana dan M. Ali

Akbar Prawiranegara, S.H,

sebagai Kasubag
Perencanaan, TI dan
Pelaporan
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BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Secara umum Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2019
dengan keterbatasan personil khususnya tenaga Hakim
maupun karyawan dengan usaha maksimal, sehingga mampu
dalam menyelesaikan tugas-tugas dibidang penyelenggaraan
peradilan yaitu menangani dan menyelesaikan sisa perkara
tahun 2017 sebanyak 160 perkara dan perkara baru tahun
2018 sebanyak 2.186 perkara yang jumlah seluruhnya
sebanyak 2.346 perkara;

Bahwa dari perkara yang diputus sebanyak 2.240 perkara
tersebut sudah terminutasi seluruhnya, karena sudah
dijadwalkan bahwa pada akhir tahun 2018 sudah tidak ada
kegiatan  persidangan dan hanya  khusus untuk
menyelesaikan minutasi perkara yang sudah diputus
tersebut;

Bahwa hingga akhir tahun 2019, Pengadilan Agama
Situbondo mengalami pengurangan pegawai, yaitu Wakil
Ketua, yang dipindahtugaskan ke Pengadilan Agama Cibadak
dan jabatan tersebut mengalami kekosongan pejabat,
sehingga jumlah pegawai Pengadilan Agama Situbondo
sebanyak 24 orang;

Bahwa Pengadilan Agama Situbondo masih kekurangan
sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas
kedinasan sehari-hari, khususnya kendaraan roda 2 (dua)
yang baru, Air Conditioner lama yang sudah tidak optimal

kinerjanya dan peralatan teleconference.
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B. Saran

1.

Mengingat perkara pada Pengadilan Agama Situbondo relatif
menigkat tiap tahunnya, tetapi tidak diimbangi dengan
penambahan jumlah SDM, maka kami sangat mengharapkan
adanya tambahan aparatur, khususnya tenaga teknis yudisial
dan Hakim dalam rangka penyelesaian perkara yang lebih
maksimal;

Guna mewujudkan pelaksanaan tugas pokok kedinasan yang
lebih optimal dan dalam rangka memberikan pelayanan yang
optimal, maka kami sangat mengharapkan adanya
penambahan belanja modal untuk pengadaan kendaraan, Air

Conditioner, dan peralatan teleconference.
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